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ABSTRAK

Dian Anggraini. 2024. Politik Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Sebagaimana Diubah Oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tesis. Program Studi Hukum Pidana,
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pembimbing I. Prof. Dr.Mompang L
Panggabean, S.H., M.Hum, Pembimbing Il. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H.,
M.T.L.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap

setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan
tidak tercemar akibat aktivitas pertambangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan sebagaimana dibahas dalam tesis ini yaitu Pasal 162
Undang-undang Sumber Daya Mineral Dan Batubara dengan Pasal 66 Undang-
undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dukung
oleh yuridis empiris, yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan
mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari kepustakaan
dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan
dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan norma antara Pasal
162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66
Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perlu
dilakukan penyelesaian atas pertentangan norma tersebut diatas dengan
melibatkan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terhadap pasal-pasal yang
mengandung unsur kriminalisasi terhadap masyarakat, seperti pasal 162 Undang-
undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-
undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mungkin pasal
pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
harus dilakukan evaluasi dan revisi yang melibatkan masyarakat dalam proses
pembuatan undang-undang sehingga membantu memastikan bahwa hukum yang
dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa
setiap pasal dalam hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tambang, Investasi, Kriminalisasi.
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ABSTRACT

Anggraini, Dian. 2024. Criminal Law Politics on Criminal Sanctions in
Law Number 4 Year 2009 as Amended by Law Number 4 Year 2009. Criminal
Sanctions in Law Number 4 of 2009 as Amended by Law Number 3 of 2020 on
Mineral and Coal Mining and Law Number 32 of 2009 on Environmental
Protection and Management. Thesis. Criminal Law Study Programme,
Postgraduate Programme, Christian University Indonesia. Supervisor I. Prof. Dr
Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum, Second supervisor. Drs. Tatok Sudjiarto,
S.H., M.H., M.T.L.

The background of the problem in this research is the criminalisation of

everyone who fights for the right to a healthy and unpolluted environment due to
mining activities regulated in legislation as discussed in this thesis, namely Article
162 of the Mineral and Coal Resources Law with Article 66 of the Environmental
Protection and Management Law.
This research uses normative juridical research methods supported by empirical
juridical, which emphasises secondary data by studying and examining positive
legal principles derived from literature and comparative law, as well as elements
or factors related to the object of research as part of field research.

The results of the research show that there is a conflict of norms between
Article 162 of the Law on Mineral and Coal Resources and Article 66 of the Law
on Environmental Protection and Management, so it is necessary to resolve the
conflict of norms above by involving the community.

The conclusion of this research is that articles that contain elements of
criminalisation against the community, such as Article 162 of the Law on Mineral
and Coal Resources with Article 66 of the Law on Environmental Protection and
Management and possibly other articles in the applicable laws and regulations in
Indonesia must be evaluated and revised involving the community in the
lawmaking process so as to help ensure that the laws made reflect the needs and
aspirations of the community and ensure that each article in the criminal law does
not violate human rights.

Keywords: Mining, Investment, Criminalisation.
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